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Kepada Seluruh Rekan-rekan
Pengurus dan Anggota Asosiasi Driver Online 
Di manapun berada

Assalamu’alaikum Wr Wb, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Sebagai sharing internal organisasi dan pengetahuan umum pengurus organisasi, sambil sedikit mengulang apa yang telah selama ini kita perjuangankan bersama, perkenankan kami sampaikan ulasan dan paparan sebagai berikut:
 
KEKUATAN EKONOMI DAN POLITIK DI ERA DIGITAL

Mari kita uraikan faktor-faktor yang membuat perusahaan aplikasi (terutama "Big Tech") sangat kuat secara finansial dan berpengaruh secara global, termasuk di negara-negara Selatan (Global South).

Mengapa Perusahaan Aplikasi Sangat Kuat Secara Finansial?
Kekuatan finansial mereka bukanlah kebetulan, tetapi dibangun berdasarkan model bisnis yang sangat powerful.

1. Skala dan Jaringan Efek (Network Effects)
· Prinsipnya: Semakin banyak orang yang menggunakan sebuah platform, semakin berharga platform tersebut bagi semua penggunanya. Contoh: WhatsApp atau Gojek. Tidak ada gunanya punya WhatsApp jika teman-temanmu tidak ada di sana.
· Dampak: Ini menciptakan monopoli atau oligopoli alami. Setelah sebuah platform mendominasi, sangat sulit bagi pesaing baru untuk merebut pangsa pasar. Pengguna sudah "terkunci" (lock-in).

2. Model Bisnis Berbasis Data
· Data adalah Minyak Baru: Setiap klik, like, share, lokasi, dan kebiasaan belanja Anda adalah data yang sangat berharga.
· Iklan yang Sangat Tertarget: Dengan data yang masif, perusahaan bisa menawarkan iklan yang super akurat kepada pengiklan. Ini jauh lebih efisien daripada iklan tradisional. Google dan Meta (Facebook, Instagram) menguasai pasar iklan digital global.
· Pemetaan Konsumen: Mereka tahu lebih banyak tentang populasi suatu negara daripada pemerintah atau lembaga riset mana pun.

3. Ekosistem yang Tertutup (Walled Gardens)
· Perusahaan seperti Apple dan Google (melalui iOS dan Android) menciptakan seluruh ekosistem: toko aplikasi, pembayaran (Apple Pay, Google Pay), cloud, dll.
· Setiap transaksi yang terjadi di dalam ekosistem ini (misalnya, pembelian aplikasi atau langganan) memberikan komisi kepada mereka (biasanya 15-30%). Ini adalah aliran pendapatan yang sangat stabil.


4. Sumber Daya untuk Inovasi dan Akuisisi
· Perusahaan-perusahaan ini memiliki uang tunai yang sangat besar. Mereka bisa:
1) Berinovasi: Membiayai R&D untuk teknologi masa depan (AI, mobil otonom, metaverse).
2) Membeli Pesaing: Jika ada startup yang inovatif dan berpotensi menjadi ancaman, mereka akan membelinya. Contoh: Facebook membeli Instagram dan WhatsApp.
3) Intinya bisa membeli apapun dan siapapun yang bisa membuat mereka semakin berkuasa.

Bagaimana Mereka Mampu "Menguasai" atau Sangat Memengaruhi Pemerintahan, Khususnya di Global South?
Investor perusahaan aplikasi "memiliki pengaruh yang sangat besar" terhadap Pemerintahan di Dunia Selatan, pengaruh ini bersifat multidimensi. Kenapa?

1. Ketergantungan Infrastruktur Digital
· Pemerintah dan bisnis di banyak negara, termasuk Indonesia, menjalankan operasional mereka di atas infrastruktur yang dimiliki perusahaan asing: Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure.
· Aplikasi seperti Gojek, Grab, dan WhatsApp telah menjadi tulang punggung ekonomi digital dan komunikasi sehari-hari. Mengganggu operasi mereka bisa menyebabkan gejolak sosial dan ekonomi. Ini memberi mereka daya tawar (leverage) yang besar.

2. Kekuatan Lobi dan Hubungan Politik
· Perusahaan besar memiliki tim lobi yang sangat canggih dan dana yang hampir tak terbatas. Mereka melobi untuk kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti regulasi yang longgar, tarif pajak yang rendah, atau aturan yang mempersulit pesaing lokal.
· Mereka sering merekrut mantan pejabat pemerintah yang memahami birokrasi dari dalam.

3. Penghindaran Pajak yang Canggih (Tax Avoidance)
· Perusahaan multinasional menggunakan skema yang rumit, seperti transfer pricing dan markas di "surga pajak" (tax havens), untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka di negara-negara tempat mereka beroperasi.
· Hal ini merugikan pendapatan negara, tetapi negara seringkali kesulitan mengejarnya karena kompleksitas hukum dan ketergantungan pada investasi asing. Mereka memegang ancaman "kami akan menarik investasi" jika regulasi pajak terlalu ketat.

4. Pengaruh Melalui Program "Corporate Social Responsibility" (CSR) dan Hibah
· Perusahaan seperti Google dan Facebook sering memberikan hibah, pelatihan, atau program "digital literacy" kepada pemerintah, LSM, dan komunitas di negara Selatan.
· Meski terlihat baik, ini menciptakan hubungan ketergantungan dan membentuk narasi bahwa mereka adalah "pemberi solusi", sambil membangun citra positif yang melindungi kepentingan bisnis mereka.



5. Kontrol atas Akses Informasi
· Platform seperti Google (Search, YouTube) dan Meta (Facebook, Instagram) adalah gerbang utama bagi warga negara untuk mengakses informasi.
· Pemerintah memiliki kepentingan untuk mengelola opini publik. Mereka perlu bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan ini mengenai isu-isu seperti berita hoax, ujaran kebencian, atau konten politik. Ini adalah hubungan yang rumit dan saling membutuhkan.

Studi Kasus: 
Indonesia

· Gojek/Goto: Menjadi sangat kuat karena menyelesaikan masalah transportasi & logistik yang nyata, menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan menjadi "super-app" yang dibutuhkan banyak orang. Pemerintah akan sangat berhati-hati dalam membuat regulasi yang dapat mengganggu mereka karena dampak sosial dan ekonominya yang besar.
· WhatsApp: Penetrasinya yang hampir universal membuatnya menjadi saluran komunikasi resmi tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk bisnis kecil dan bahkan instansi pemerintah. Ketergantungan ini membuat Meta memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan.

Kesimpulan

Kekuatan perusahaan aplikasi global dan regional berasal dari kombinasi model bisnis berbasis data dan jaringan yang tak terbendung, yang kemudian diterjemahkan menjadi kekuatan politik.

Mereka tidak selalu "menguasai" pemerintah dalam arti langsung, tetapi mereka telah menjadi aktor geopolitik dan ekonomi yang setara dengan negara. Negara-negara di Global South sering terjebak dalam dilema: di satu sisi mereka membutuhkan investasi, teknologi, dan solusi digital dari perusahaan-perusahaan ini, tetapi di sisi lain mereka kehilangan kedaulatan fiskal (pajak), kedaulatan data, dan kemampuan untuk mengatur pasar mereka sendiri.

Ini adalah tantangan terbesar pemerintahan modern di abad ke-21: bagaimana memanfaatkan manfaat dari perusahaan teknologi raksasa ini tanpa menyerahkan kendali penuh atas masa depan digital bangsa mereka.


Mari kita bahas dengan jujur dan detail apa yang bisa dilakukan.

Situasi di mana warga merasa "diperbudak" oleh platform seperti GoTo dan Grab adalah nyata, meski dalam tanda kutip. Ini adalah bentuk ketergantungan ekonomi yang dipaksakan, di mana pilihan untuk tidak menggunakan platform tersebut hampir hilang karena sistem telah mendikte cara hidup.

Mengapa "Eksploitasi" Terjadi? 

Sebelum mencari solusi, kita harus sepakat dulu pada masalahnya. Model bisnis platform ini seringkali berlandaskan pada:

1. Klasifikasi "Mitra" dan "Konsumen", Bukan "Karyawan". Ini adalah trik hukum dan finansial genius. Dengan status "mitra", perusahaan terbebas dari kewajiban memberikan gaji pokok, tunjangan kesehatan, cuti berbayar, jaminan pensiun, dan hak normatif pekerja lainnya. Risiko bisnis (seperti sepi order, turunnya tarif) dialihkan sepenuhnya kepada driver atau merchant.
2. Algoritma yang ‘Tidak Manusiawi’. Driver dan merchant berjuang melawan algoritma yang tidak mereka pahami. Algoritma ini yang menetapkan tarif, bagi hasil, dan penalti. Seringkali, keputusannya tidak adil dan tidak ada ruang untuk negosiasi.
3. Monopoli dan Pilihan yang Semu. Meski terlihat ada beberapa pilihan (Gojek vs Grab), pada kenyataannya, mereka telah membentuk duopoli. Ketika dua raksasa ini mendominasi, mereka memiliki kekuatan untuk menekan tarif dan syarat bagi mitra, karena mitra tidak punya pilihan lain yang viable.

Strategi untuk Menghalau dan Menciptakan Keadilan: 
Sebuah Pendekatan Multisektor

Tidak ada satu solusi ajaib. Yang dibutuhkan adalah kombinasi pendekatan dari berbagai sisi.
1. Kebijakan Fiskal (Perpajakan) - Bisa, Tapi Bukan Solusi Utama
Kebijakan fiskal adalah alat yang powerful, tetapi tujuannya harus tepat.
Apa yang Bisa Dilakukan?
· Pajak Karbon/Digital Levy: Menerapkan pajak khusus untuk transaksi digital atau pajak karbon untuk kendaraan ride-hailing yang berkontribusi pada kemacetan. Hasil dari pajak ini dapat dialokasikan khusus untuk jaring pengaman sosial bagi para "mitra" (driver), seperti BPJS bersubsidi, pelatihan keterampilan, atau dana pensiun.
· Memerangi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance): Memperkuat otoritas pajak dengan ahli-ahli digital economy untuk mengevaluasi skema transfer pricing dan memastikan kontribusi pajak mereka adil. Ini adalah perang yang sulit tetapi wajib dilakukan.
Keterbatasan Kebijakan Fiskal:
· Pajak hanya memindahkan uang, tetapi tidak mengubah struktur hubungan kerja yang timpang. Perusahaan bisa saja membayar pajak lebih tinggi, tetapi tetap mempekerjakan driver sebagai "mitra" tanpa hak pekerja.
· Beban pajak akhirnya bisa dibebankan kembali ke konsumen (dengan naiknya harga) atau ke mitra (dengan turunnya bagi hasil).

2. Kebijakan Regulasi yang Revolusioner: 
a) Mengubah Struktur
Ini adalah area yang paling kritis. Negara harus berani membuat aturan yang memutus akar ketidakadilan.
· Mengakui Status "Worker" (Pekerja) atau status hukum ‘PEKERJA-MITRA PLATFORM’ atau ‘PEKERJA USAHA MANDIRI PLATFORM’, atau apapun nama yang tepat sehingga diakui dan dikenalinya status seorang driver online atau pengemudi platform sebagai pengemudi (pekerja) dan pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi.
Beberapa negara di Eropa mulai menerapkan status hukum baru yang berada di antara "karyawan" dan "mitra mandiri". Status ini mengakui fleksibilitas, tetapi juga mewajibkan perusahaan memberikan hak-hak dasar tertentu, seperti upah minimum per jam online, jaminan kecelakaan kerja, dan hak untuk berkolektif bargaining.
· Regulasi Algoritma (Algorithmic Transparency): Pemerintah bisa mewajibkan perusahaan untuk membuka "kotak hitam" algoritmanya dalam hal tertentu. Misalnya, perusahaan harus transparan tentang:
1) Bagaimana cara penetapan tarif dasar dan dinamika.
2) Bagaimana sistem bagi hasilnya.
3) Apa saja yang menjadi penalti dan bagaimana proses bandingnya.
4) Hal ini akan memungkinkan audit independen dan memastikan algoritma tidak diskriminatif.
5) Membuat sebuah regulasi yang berlaku umum di masyarakat atau dibuatkannya Hukum Publik antara Pemerintah sebagai Regulator, Aplikator sebagai Perusahaan dan Pengemudi platform sebagai Pekerja dan Pelaku usaha.

     b) Mendorong Platform Koperasi (Platform Cooperatives): Ini adalah solusi jangka panjang yang paling radikal dan berorientasi pada kedaulatan ekonomi. Platform koperasi dimiliki dan dikelola oleh para pekerjanya sendiri (driver, merchant).
· Contoh: Sebuah aplikasi ride-hailing yang dimiliki oleh koperasi driver. Keuntungan yang dihasilkan dikembalikan kepada anggota, dan keputusan algoritma dibuat secara demokratis.
· Peran Pemerintah: Memberikan insentif fiskal, pendanaan awal, dan bantuan teknis untuk mengembangkan platform koperasi yang bisa menyaingi raksasa modal ventura.

3. Membangun Kekuatan Tandingan dari Masyarakat Sipil dan "Mitra"
Perubahan tidak akan datang dari atas saja. Tekanan dari bawah sangat penting.
· Organisasi dan atau Serikat Pekerja Digital (dalam bentuk yang bisa mewakili status pekerja dan sekaligus pelaku usaha transportasi/digital): Driver dan kurir perlu diorganisir dalam organisasi dan atau serikat pekerja yang modern dan memahami medan pertarungan digital. Organisasi/Serikat ini yang akan melakukan negosiasi kolektif dengan perusahaan mengenai tarif, bagi hasil, dan syarat kerja.
· Kampanye Kesadaran Konsumen: Edukasi kepada publik bahwa "harga murah" seringkali dibayar dengan pengorbanan kesejahteraan driver dan merchant. Kampanye "Bayar yang Adil" bisa mendorong konsumen untuk lebih memilih platform yang memperlakukan pekerjanya dengan baik, bahkan jika harganya sedikit lebih mahal.

4. Kebijakan Industrial dan Inovasi Nasional
· Mendorong Pemain Lokal yang Berbeda Model Bisnisnya: Alih-alih hanya menciptakan "unicorn" berikutnya yang mengejar valuasi dengan model eksploitatif yang sama, pemerintah bisa mendorong lahirnya startup yang dari awalnya mengadopsi model profit-sharing yang lebih adil atau model koperasi.
· Infrastruktur Data Nasional: Mengembangkan proyek strategis seperti government cloud atau sistem pembayaran digital nasional yang kuat (seperti GIRO UPI di India). Ini mengurangi ketergantungan pada infrastruktur perusahaan asing dan memberi negara lebih banyak kedaulatan digital.


Kesimpulan: 
Sebuah Perubahan Paradigma

Apa yang di sebut "kepentingan kapitalistik" adalah inti dari masalahnya. Model bisnis yang didorong oleh modal ventura mengharuskan pertumbuhan yang sangat cepat dan hiper-skala untuk mencapai profit yang besar bagi investor. Kesejahteraan "mitra" seringkali dikorbankan untuk tujuan ini.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan, tetapi pergeseran paradigma dari "shareholder capitalism" (di mana kepentingan pemegang saham adalah segalanya) menuju "stakeholder capitalism" (di mana kepentingan semua pemangku kepentingan—pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan—dipertimbangkan), (baca, berlandaskan Pancasila).

Apakah mungkin?
Sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin. 

Ini membutuhkan:

1. Kemauan Politik yang Besar dari pemerintah untuk melawan lobi perusahaan raksasa.
2. Organisasi dan Solidaritas yang Kuat dari para pekerja dan pelaku usaha digital.
3. Kesadaran dan Kesediaan konsumen untuk bertindak secara etis.
4. Visioner dan Keberanian untuk membangun alternatif yang lebih adil.

Perjuangan ini adalah perjuangan untuk mendefinisikan ulang masa depan kerja dan kedaulatan ekonomi di era digital. Ini bukan tentang menghancurkan perusahaan aplikasi, tetapi tentang menjinakkan mereka dan memastikan kemajuan teknologi benar-benar membawa kemaslahatan bagi semua, bukan hanya bagi segelintir pemilik modal.
                                       

Jakarta, 6 November 2025 
Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Driver Online 
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